BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Menimbang: a.

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,
bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan Keuangan Daerah perlu penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah yang
memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan
mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Dacrah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun
Anggaran 2023;



Mengingat :

L.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)



8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

10.

11.

12;

14.

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 155):
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi  Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);

.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);



15.

16.

14

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dacrah Kabupaten
Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun
Nomor 6 Tahun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor
6);

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 34
Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Perubahan
Bupati Nomor 1 Tahun2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun
Tahun 2023 Nomor 34);

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2023 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun
(Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 54);
Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah

Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 55).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan
memuat:
a. laporan Realisasi Anggaran;
b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. neraca;
d. laporan Operasional;
e. laporan Arus Kas;
f. laporan Perubahan Ekuitas;
g. catatan atas Laporan Keuangan.
(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan
dengan Laporan Ikhtisar Kinerja dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf
a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

A, Pendapatan .....csniimiiiiinnsas Rp  1.262.831.914.922.62
b. Belanja dan Transfer ..............cceeoeee... Rp 1.260.650.646.583,04
SOrplue /DU .....coimsmimvnsii R 1.681.268.339,58
¢. Pembiayaan
= PERBAMBRR v sasvmsnsmisinge  RD 123.507.952.798,58
- Penpeluarsn vy KD 7.463.000.000,00
Pembiayaan Netto......ioscssiiie. Rp 116.044,952.798,58

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ...... Rp 117.726.221.138,16



Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut;

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan
Rp(24.750.703.699,62) dengan rincian scbagai berikut:

sejumlah

1. Anggaran Pendapatan Setelah Rp  1.237.581.211.223.,00

Perubahan
2. Realisasi .......ovunimnsivessiiiionnensss RP 1.262.331.914.922,62
Selisih Lebih/(Kurang) ............... Rp (24.750.703.699,62)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp
92.792.394.857,96 dengan rincian sebagai berikut:

1.  Anggaran Belanja Setelah Rp  1.353.443.041.441,00
Perubahan. ...,

2. Realisasi .......cccooeevreresreerinenn. Rp  1.260.650.646.583,04
Selisih Lebih/(Kurang) .............. Rp 92.792.394.857,96

c. Selisih  anggaran dengan realisasi surplus/defisit  sejumlah Rp
(117.543.098.557,58) dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus/Defisit Setelah Rp  (115.861.830.218,00)
Perubahan ...........c.ccoevvevennenn,

L R S Rp 1.681.268.339,58
Selisih Lebih/(Kurang) .............. Rp (1 17.543.098.557,58)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp
(183.122.580,58) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Penerimaan Rp 123.324.830.218,00
Pembiayaan Setelah Perubahan..

2. Realisasi ..........cocooevveveeiieeriennnin, Rp 123.507.952.798,58
Selisih Lebih/(Kurang) ............... Rp (183.122.580,58)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00
dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pengeluaran Rp 7.463.000.000,00
Pembiayaan Setelah Perubahan .

2. Realisdsl ..covswnavanaiiiei RD 7.463.000.000,00
Selisih Lebih/(Kurang) ............... Rp 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp
(183.122.580,58) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pembiayaan Netto 115.861.830.218,00



Setelah Perubahan .................... Rp
2. Realisasi ...........cevvnsvvvnere . Rp 116.044.952.798,58
Selisih Lebih/(Kurang) ............... Rp (183.122.580,58)
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023
sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal .............. Rp 123,499.643.423,58

b. Penggunaan SAL sebagai Rp 123.499.643.423,58
Penerimaan Pembiayaan Tahun
Berjalan ...........ccc.ccoviviivvivriein

¢. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 117.726,221.138,16
{SIEPAY -.ovinsciaimmmmns

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp (0.00)
Tabun 'Sebelumnya = ccuvmicin,

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir ........... Rp 117.726.221.138,16

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31 Desember
2023 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset ..........coovvimrireeinee.. Rp 2.431.201.418.565,63

b. Jumlah Kewajiban .............cc.ovu...... Rp 4.056.721.580,37

¢. Jumlah EKuitas ............ccocooeeee. Rp 2.427.144.696.985,26
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan Kegiatan Operasional .... Rp 1.278.108.979.294,06

b. Beban Kegiatan Operasional ............ Rp 1.134.033.053.466,10

c. Surplus/Defisit dari Operasi ............ Rp 144.075.925.827,96

d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Rp (973.538.122,64)
OPCERBIOBAL it i ivrr e sas pensssnonsns

e. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Rp 143.102.387.705,32
L N e ehLeas i

f. Jumlah Pos Luar Biasa .............. Rp 0,00

g Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp 143.102.387.705,32

Pasal 7
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:



Saldo Kas Awal per 1 Januari 2023 « Rp 123.499.643.423,58
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Operasi
€. Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Investasi .........

Rp  183.909.772.769,58

................................. Rp  (189.691.504.430,00)

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Pendanaan .............ceveeeeeeerioion, Rp 8.309.375,00
€. Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Transitoris ......ccoooeeiviireenrinn, Rp 0,00
. Saldo Kas Akhir per
31 Desember 2021 ......oovveeereenioin Rp 117.727.335.526,16
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf
funtuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal ....ccovieviieireieieen, Rp 2.288.304.157.079,48
Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp 143,102.387.705,32
¢. Dampak Kumulatif Perubahan Rp (4.261.847.799,54)
Kebijakan/Kesalahan Mendasar ......,
O R 2.427.144.696.985,26
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif

maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I

Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Laporan Realisasi Anggaran;

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Dacrah menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan



Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan

Daerah.,

b. Lampiran II * Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

C. LampiranIll : Laporan Operasional,

d. LampiranIV : LPE.

e. Lampiran V ¢ Neraca.

f. Lampiran VIl ; Laporan Arus Kas.

g Lampiran VIII : Catatan Atas Laporan Keuangan.

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.

1. LampiranIX : Daftar Rekap Peny Piutang Tidak Tertagih.

j. Lampiran X  : Daftar Rekap Dana Bergulir.

Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal Daerah (Investasi) Daerah.

. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan  dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah.

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap.

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan.

0. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah.

Q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek.

r. Lampiran XVIII: Daftar Kewajiban Jangka panjang.

Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai
Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun
Berikutnya.

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/ Perusahaan Daerah.

@

Pasal 11
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
terdiri dari:
a. Laporan Ikhtisar Kinerja tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
b. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2023 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal %0 JUM 2024

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

o~ BACHRIL BAKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI: ( 3-2% /2024)



